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ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau transaksi yang sangat
kokoh atau disebut dengan istilah misagan galizan. Perkawinan bertujuan
mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Untuk mewujudkan
tujuan perkawinan tersebut diperlukan kematangan serta kedewasaan dalam diri
seseorang Yyang hendak melakukan perkawinan. Dalam Undang-Undang
Perkawinan Pasal 7 ayat (1) telah diberikan batasan minimal usia seseorang yang
diizinkan menikah, yakni berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi
perempuan. Namun demikan ketentuan dalam pasal tersebut menurut Yayasan
Kesehatan Perempuan Indonesia sebagai pemohon dalam pengajuan Judicial
Riview Undang-Undang Perkawian Pasal 7 ayat (1), dinilai bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan beberapa undang-undang yang
berlaku di Indonesia. Pokok tuntutan dalam permohonan judicial review tersebut
ialah merubah batas minimal usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi
18 tahun.

Penelitian ini membahas pandangan hakim Pengadilan Agama Wonosari
terhadap urgensi pengajuan judicial review tersebut, serta bagaimana
keterkaitanya dengan kemungkinan bertambahanya permohonan dispensasi nikah
di Pengadilan Agama apabila batas usia perkawinan dinaikkan. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian field research karena penyusun harus turun ke
lapangan secara langsung untuk memperoleh data melalui wawancara. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu melihat suatu masalah
didasarkan atas undang-undang dan hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadis). Data
primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama
Wonosari, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai rujukan baik buku,
karya ilmiah, maupun penelitan yang bersinggungan dengan penelitian ini.
Analisis data dilakukan menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir dengan
menganalisa data-data atau fakta-fakta secara konkrit kemudian dirumuskan
menjadi kesimpulan atau jeneralisasi.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa menurut
hakim Pengadilan Agama Wonosari berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
hukum Islam, undang-undang, serta kondisi sosial masyarakat, pengajuan judicial
review Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut belum tepat
dilakukan saat ini. Perubahan batas minimal usia perkawinan dalam undang-
undang dinilai bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang menjadi landasan pengajuan judicial review tersebut.
Sementara itu naiknya batas usia perkawinan akan berpengaruh terhadap jumlah
permohonan dispensasi nikah yang mungkin saja meningkat. Apalagi jika naiknya
batas minimal usia perkawinan tidak diimbangi dengan usaha lain sebagai upaya
pencegahan perkawinan dibawah usia yang ditetapkan undang-undang.



PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN

Translitasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan

0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ b be
< Ta’ t te
& Sa’ 5 es (dengan titik diatas)
z Jim j je
z Ha’ h ha (dengan titik dibawah)
z Kha’ kh ka dan ha
3 Dal d de
3 Zal z zet (dengan titik diatas)
) Ra’ r er
J Zai z zet
o Sin S es
o Syin sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik dibawah)
o= Dad d de (dengan titik dibawah)
L Ta’ t te (dengan titik dibawah)
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Waw
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zet (dengan titik dibawah)
koma terbalik diatas
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qi
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apostrof

ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

53 dxia ditulis Muta’addidah
8 ditulis ‘iddah
C. Ta’ marbutah di akhiir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
iss ditulis Hikmah
ke ditulis ‘illah
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(ketentuan ini tidak diperlukan bgi kata-kata arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali

bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h.

LY Aal

ditulis

Karamah al-auliya

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan

dammah ditulis t atau h

kil Bls ditulis Zakah al-fitri
D. Vokal pendek
Fathah ditulis a
kasrah ditulis i
dammah ditulis u
E. Vokal panjang
1 Fathah + alif 4lals ditulis a . jahiliyyah
2 Fathah + ya’ mati (o ditulis a: tansa
3 Kasrah + ya’ mati ~_S ditulis I : karim
4 | Dammah + wawu mati (=8 ditulis i : furid
F. Vokal rangkap
1 Fathah ya mati ditulis Ai
ASi ditulis bainakum

viii




2 Fathah wau mati

-

Js8

ditulis

ditulis

au

gaul

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
Al ditulis a ‘antum
cadel ditulis u ‘iddat
5SS ditulis la ‘in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf I’.

ol

ool

-

ditulis

ditulis

Al-Qur’an

Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el)

nya.
elaudl ditulis as-Sama’
il ditulis asy-Syams
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut penulisannya.
o Al 55 ditulis Zawi al-furid
Gl dal ditulis Ahl as-Sunnah




MOTTO

hidup bukan pgnecapaian
tetapi perjalanan

berusaha megnjadi manusia yang sgsuai dgngan
tujuan pgneiptaanga

dan ku tidak menciptakan jin dan manusia
mglainkan supayga meregka megngabdi Rgpada-Ru
(@s. d-Pzarigal: 56)
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motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat mempengaruhi kinerja
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan dalam Al-Qur’an disebut sebagai suatu akad atau
transaksi yang sangat kokoh, teguh, dan kuat atau disebut dengan istilah
misagan galizan *. Islam mensyariatkan perkawinan di antaranya melalui

firman Allah:
Euglens) e (B1A g 3aa 5 il 2 ASEIS (AN W05 5801 L Ll
A G als SV o el Al A )5 elui 1S Vs Laghe

2y = .
Ld ) aSile olS
Pada hakikatnya perkawinan adalah sebuah ikatan yang bertujuan

membangun rumah tangga yang penuh kedamaian dan kasih sayang seperti

yang telah dikemukakan dalam firman Allah:
8353 aSiy ey L) 1Sl L 51 aSaiil (o oS3 318 4l (50
30588 ol Y Gy 3 () des s
Dalam agama Islam tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang sakinah?,

! Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: Academia, Tazzafa,
2004), him. 24

2 An-Nisa’ (04): 01
® Ar-Rum (30): 21

* Sakinah berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak, perkawinan
adalah bertemunya pria dan wanita untuk menjadikan kerisauan menjadi ketentraman



mawaddah,®> dan rahmah.® Namun jika dikembangkan lagi maka tujuan
perkawinan dapat diuraikan menjadi lima hal:

1. Mendapatkan keturunan.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan
menumpahkan kasih sayangnya.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan
kerusakan.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima
hak serta kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh
harta kekayaan yang halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang
tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Untuk menggapai tujuan dari pernikahan tersebut maka seseorang
harus memiliki kesiapan lahir dan batin. Kesiapan ini berkaitan dengan
kematangan dan kedewasaan seseorang yang mementukan kualitas dari
keluarga. Apakah keluarga ini akan mampu atau tidak mewujudkan tujuan-
tujuan perkawinan sesuai dengan yang disyariatkan Islam. Kematangan

serta kedewasaan seseorang lazimnya diukur dengan usia. Dalam Kitab

® Mawaddah memiliki arti rasa cinta yang dituntut untuk melahirkan ketenangan
dan ketentraman pada jiwa seseorang serta bisa saling mengayomi antara suami istri

® Rahmah memiliki arti yang berkaitan dengan kasih saying, kebaikan, dan
anugerah



Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia seseorang
dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun.’

Dalam hal perkawinan termasuk di dalamnya batasan usia seseorang
dibolenhkan melakukan perkawinan diatur melalui perundang-undangan.
Salah satu undang-undang yang memuat peraturan mengenai perkawinan
adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disahkan pada 2 Januari
1974.

Namun sebagai produk hukum buatan manusia yang tidak mutlak
kebenaranya. Undang-undang ini senantiasa dapat dikoreksi bila suatu
ketika ditemukan kejanggalan. Kejanggalan yang dimaksud adalah apabila
undang-undang setelah dikaji bertentangan dengan perundang-undangan di
atasnya ataupun dengan Undang-Undang Dasar. Berkaitan dengan ini,
berlaku judicial review sebagai langkah hukum untuk mengoreksi undang-
undang agar tidak ada pertentangan seperti yang dimaksud di atas.

Judicial review sendiri berarti hak uji materiil, yaitu wewenang
untuk menyelidiki, menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan
isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
derajatnya (verodenende macht) serta apakah suatu kekuasaan tertentu

berhak melaksanakan peraturan tertentu.®

" Subekti dan Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet.25
(Jakarta:Pradnya Paramita,1992), pasal 330

® Fatimah, Praktik Judicial Review di Indonesia: Suatu Pengantar, cet. Ke-1,
(Yogykarta: Pilar Media 2005), him. 18.



Dalam menggunakan hak uji materiil ini, pemohon yaitu Zumrotin
selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan, mengajukan
permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan yang berbunyi

“perkawinan hanya boleh diizinkan jika pihak pria sudah mencapai
umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai
umur 16 (enam belas) tahun.°

Pokok tuntutan dalam permohonan judicial review tersebut adalah
ketentuan batasan usia bahwa wanita dibolehkan melakukan perkawinan
setelah mencapai usia 16 tahun, diubah atau dinaikkan batasannya menjadi
18 tahun. Usia yang menurut pemohon sudah memenuhi kriteria batasan
usia dewasa bagi seorang wanita.

Menurut pemohon dalam pengajuan judicial review tersebut,
ketentuan batasan usia perkawinan untuk perempuan dalam Undang-
Undang Perkawinan merupakan kendala dalam mewujudkan mandat
konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, serta menimbulkan ketidakpastian
hukum karena bertentangan dengan beberapa undang-undang lainnya yang
berlaku di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan terutama pasal 7 ayat (1)
dianggap merugikan perempuan dan telah melahirkan banyak praktik

“perkawinan anak” yang mengakibatkan dirampasnya hak anak untuk

tumbuh, berkembang, serta mendapat pendidikan. Pasal ini juga telah

Undang-Undang Perkawinan, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam
Lingkup Peradilan Agama, Departemen Agama RI, 2004



mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhan hak anak antara
anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini tentu menimbulkan rasa ketidak
adilan dalam hukum yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Namun berkaitan dengan judicial review Undang-Undang
Perkawinan pasal 7 ayat (1). Apabila batas usia perkawinan dalam undang-
undang dinaikkan, salah satu dampak persoalan yang mungkin akan timbul
berikutnya adalah angka permohonan dispensasi nikah yang juga ikut naik.
Hal ini mungkin terjadi karena rentang usia yang ditentukan dalam undang-
undang untuk dapat menikah menjadi semakin tinggi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa aturan yang tertera dalam Undang-
Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) membawa konsekuensi seseorang tidak
boleh menikah sebelum berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi
perempuan. Namun apabila dalam keadaan tertentu harus dilakukan
pernikahan sebelum calon pengantin mencapai usia tersebut, pernikahan
harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama melalui proses
yang disebut permohonan dispensasi nikah.

Urgensi pengajuan judicial review serta dampak yang berkaitan
dengan dispensasi nikah di atas menjadi fenomena yang menarik untuk
diteliti. Agar lebih fokus dan mendapatkan hasil penelitian yang akurat
maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari Yogyakarta
dengan narasumber utama hakim-hakim di Pengadilan Agama Wonosari.
Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Wonosari memiliki catatan perkara

permohonan dispensasi nikah yang cukup tinggi yaitu 150 perkara yang



masuk pada tahun 2014.%° Penelitian ini dilakukan sebelum adanya putusan
mengenai permohonan judicial review Undang-Undang Perkawinan pasal 7
ayat (1) tersebut, objek penelitian adalah alasan permohonan judicial
review.

Penyusun berharap hakim Pengadilan Agama Wonosari akan
memberikan pandangan sesuai dengan pengalaman serta keilmuan yang
dimilikinya. Sehingga pandangannya sebagai narasumber dalam penelitian
ini akan menjadi gagasan baru dalam menyikapi pengajuan serta putusan
dari judicial review tersebut.*! Hasil dari penelitian ini berupa kesimpulan
yang diharapan dapat menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat atau
pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyikapi dan melaksanakan

putusan sidang Mahkamah Konstitusi mengenai judicial review tersebut.

B. Pokok Masalah
1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang
urgensi pengajuan judicial review Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia perkawinan.
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang
keterkaitan antara bertambahnya batas usia perkawinan dengan jumlah

permohonan dispensasi nikah.

10 http://www.pa-wonosari.net, akses 11 Maret 2015.

' permohonan judicial review pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan
nomor 1 tahun 1974.


http://www.pa-wonosari.net/

C. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan
Agama Wonosari terkait urgensi pengajuan judicial review Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)
mengenai batas usia perkawinan.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan
Agama Wonosari tentang keterkaitan antara bertambahnya batasan
usia perkawinan dengan jumlah permohonan dispensasi nikah.

Sedangkan kegunaan skripsi ini adalah :

1. Memberi kontribusi dalam upaya untuk mengkritisi fenomena atau
peristiwa yang sedang terjadi khususnya dalam bidang hukum
keluarga Islam.

2. Memberi kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan
umumnya dan hukum Islam di Indonesia pada khususnya.

3. Sebagai rujukan bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan
dalam melaksanakan dan menentukan sikap terhadap pengajuan dan
putusan judicial review Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1)

mengenai batas usia perkawinan.

D. Telaah Pustaka
Untuk memperkuat penelitian ini perlu bagi penyusun melakukan
kajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan batasan usia

perkawinan. Berdasarkan pengamatan penyusun telah banyak hasil



pemikiran baik berupa buku, maupun karya ilmiah yang membahas
mengenai usia perkawinan atau batasan usia perkawinan. Beberapa literatur
pustaka yang penyusun temukan di antaranya sebagai berikut.

Sebuah buku karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution berjudul Hukum
Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum
Perkawinan di Dunia Muslim. Bab terakhir buku ini membahas umur
perkawinan dalam Islam. Prof. Khoiruddin menyajikan bahasan mengenai
umur perkawinan dalam Islam melalui konsep fikih konvensional dan
konsep perundang-undangan baik di Indonesia maupun di Negara Asia
Tenggara. Dalam kesimpulan dikatakan bahwa perkawinan orang yang
belum dewasa perlu dipertanyakan ulang, sebab sebagai subjek hukum
(maf’ul alaih) ada beberapa syarat untuk diminta pertanggungjawaban
hukumnya, di antaranya yang terpenting adalah kedewasaan.*?

“Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan
Kesehatan Reproduksi”, karya Moh Alex Fawzi. Skripsi ini menyoroti
tentang dampak pernikahan anak terhadap kesehatan reproduksi.
Diungkapkan dalam penelitian ini bahwa usia yang dimaksud belum dewasa
adalah di bawah 18 tahun. Kematangan fisik seorang anak tidak sama
dengan kematangan psikologinya. Meskipun anak tersebut sudah

menstruasi, secara mental dia belum siap untuk beruhubungan seks.

2 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (keluarga) Islam dan Perbandingan
Hukum Perkawinan di Dunia Islam, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Academia, Tazzafa, 2009)
him. 391.



Kehamilan bisa saja terjadi pada anak usia 12-15 tahun, namun psikologinya
belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Anak-anak yang berusia di
bawah 18 tahun belum matang dan rentan kondisi reproduksi serta masih
labil kondisi psikologinya.*®

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usia Perkawinan Menurut Imam
Syafi’i”, karya Muhammad Khamim. Dalam skripsi ini Muhammad
Khamim mendalami secara khusus pandangan dan istibat hukum Imam
Syafi’i tentang usia perkawinan. Dalam Islam tidak ada ketentuan pasti
mengenai batas usia seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan hanya
ada pernyataan balig sebagai batas seseorang untuk melangsungkan
perkawinan dalam hal ini didasarkan pada kata Asy-syabab yaitu pemuda
yang sudah balig. Dalam fikih Imam Syafi’i usia balig ditentukan 15 tahun
untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Jadi secara tidak langsung
Imam Syafi’i memberikan batas minimal usia untuk melangsungkan
perkawinan dalam 15 tahun ntuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.*

Skripsi karya Elly Surya Indah yang diberi judul “Batas Minimal
Usia Perkawinan Menurut figh Empat Mazhab dan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Dalam penelitianya Elly Surya Indah

menggali persamaan, perbedaan, dan relevansi padangan ulama empat

3 Moh. Alex Fauzi, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut ndang-Undang
No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan
Reproduksi,” skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
2014).

" Muhammad Khamim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usia Perkawinan
Menurut Imam Syafi’i”, skripsi (Yogyakarta:Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga 2013).
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mazhab dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas
usia perkawinan. Elly berkesimpulan apabila diambil pendapat yang lebih
relevan adalah pendapat Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yaitu
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan
adanya syarat mengenai batas minimal usia kawin. Sehingga paling tidak
masyarakat menjadi tahu dan jelas, tidak ada kekaburan dalam penafsiran
hukum itu sendiri."

Skripsi berjudul “Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi
Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi)”, karya Agus
Sanwani Arif. Skripsi ini mengkaji batas umur minimal melakukan
perkawinan dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi.
Dalam penelitianya Agus Sanwani menjabarkan mengenai persamaan dan
perbedaan antara faktor-faktor yang mempengaruhi Kompilasi Hukum
Islam dalam menentukan batas minimal usia perkawinan. Dalam Kompilasi
Hukum Islam Pasal 15 masih mengadopsi ketentuan dari UU no.1 tahun
1974 tentang perkawinan. Ketentuan yang di maksud adalah

“Untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya

boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang

ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 tahun 1974, yakni calon suami
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-
kurangnya berumur 16 tahun ”.

Sedangkan dalam kajian psikologi, batas umur minimal perkawinan

didasarkan pada kematangan fisik dan psikis seseorang. Umur yang tepat

' Elly Surya Indah, “Batas Minimal Usia Perkawinan Menuurut Figh Empat
Mazhab dan UU no.1l Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, skripsi (Yogyakarta:Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2014).
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menurut tinjauan ini adalah pada saat seseorang memasuki masa dewasa
awal yaitu 21-25 tahun.*®

Dari literatur yang telah penyusun pelajari, sejauh ini belum ada
skripsi yang secara khusus membahas mengenai Pandangan Hakim
Pengadilan Agama Wonosari tentang Pengajuan Judicial Review Undang-
Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 Mengenai batas Usia Perkawinan.
Untuk itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut dan berharap
litertatur hasil penelitian berupa buku dan skripsi yang sudah ada tersebut
dapat menjadi acuan dan salah satu sumber dalam penelitian yang penyusun

lakukan saat ini.

E. Kerangka Teoritik

Di antara kalam Allah adalah hukum, baik langsung seperti ayat-ayat
hukum dalam Al-Qur’an atau secara tidak langsung melalui hadis-hadis
hukum dalam sunnah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia.
Hadis hukum dianggap sebagai kalam Allah secara tidak langsung karena
apa yang diucap Rasul di bidang tasyri’ tidak lain adalah petunjuk Allah.
Maka dari itu Allah memerintahkan manusia untuk mentaati hukum yang
ditetapkan oleh RasulNya. Dengan demikian maka apa yang disebut hukum
Islam adalah teks ayat-ayat ahkam dan teks hadis ahkam.

Perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan

manusia yang diatur oleh Islam melalui syariatnya. Perkawinan adalah dasar

'® Agus Sanwani Arif, “Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan
Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi)”, skripsi (Yogyakarta:Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga 2008).
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terbentuknya keluarga. Dari perkawinan ini keluarga akan tumbuh dan
berkembang sabagaimana fitrah manusia dalam melestarikan dirinya. Dalam
Islam perkawinan merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah
adalah menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini,
sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh
Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.*’

Lebih khusus berbicara mengenai pembatasan usia seorang untuk
malangsungkan perkawinan, Islam secara normatif tidak memberi batasan
yang spesifik. Dalam figih konvensional tidak ditemukan adanya
pembatasan usia perkawinan. Namun secara implisit Islam menghendaki
seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan adalah seorang yang
sudah siap dan mengerti hakekat perkawinan sebagai ibadah. Untuk itu
Islam membagi beberapa tahapan terkait kedewasaan dan kematangan diri
manusia dari periode janin hingga kepada periode balig dan sifat rasyid.

Menurut kajian para ulama dalam menentukan batas usia nikah
menurut hukum Islam, dapat dikembalikan kepada tiga landasan.'® Yang
pertama usia perkawinan dihubungkan dengan penentuan batas balig
(kedewasaan). Hukum Islam menentukan tingkat kedewasaan dengan
indikasi adanya kematangan jiwa yang diisyaratkan dengan keluar darah
haid bagi perempuan atau ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki. Apabila

tanda-tanda tersebut belum keluar sampai batas usia tertentu, maka para

" Syarifuddin, Garis-garis Besar Figih, cet. Ke-2 (Jakarta : Kencana, 2003),
him.76.

8 Elly Surya Indah, Batas Minimal, him.42
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ulama menentukan kedewasaan dengan batas usia. Ulama Syafi’iyyah dan
Hanabilah misalnya, mereka menentukan masa dewasa itu pada saat usia 15
tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, walaupun beliau dapat
menerima kedewasaan sebelum usia 15 tahun dengan tanda-tanda datangnya
haid bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Sementara
Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19
tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan Imam Maliki
menetapkan kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan adalah saa yaitu 18
tahun.

Yang kedua usia pernikahan dihubungkan dengan kata “rusyd” dan
kemampuan seseorang. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa batas umur
untuk melangsungkan pernikahan dihubungkan dengan kata rusyd,
sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa’ ayat 6. Pada ayat tersebut
dijelaskan bahwa penyerahan harta kepada anak yatim apabila telah cukup
umur untuk melaksanakan pernikahan, yaitu apabila telah dewasa dan telah
memiliki sifat rusyd. Rasyid Rida mengatakan bahwa bulug an-nikah berarti
sampainya seseorang untuk melakukan perkawinan, yakni sampai batas
mimpi, ditambahkan seorang telah bisa melahirkan anak sehingga tergerak
hatinya untuk menikah pada usia ini, dan kepadanya telah dibebankan
hukum agama seperti ibadah dan muamalah serta diterapkanya hukum

hudud.®

 Ibid, him. 45
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Yang ketiga usia pernikahan dihubungkan dengan hadis Nabi
tentang pernikahan Nabi dengan Aisyah. Jumhur ulama berpendapat bahwa
usia pernikahan itu adalah usia yang sudah sah melaksanakan pernikahan,
yaitu usia 6 tahun bagi wanita. Dasar yang digunakan adalah hadis Nabi
yang mengatakan bahwa “dari Aisyah r.a bahwa Nabi SAW ketika menikahi
Aisyah r.a berusia 9 tahun dan beliau tinggal di sisi Nabi selama 9 tahun”.

Di Indonesia sebagaimana kita ketahui bahwa Negara memberi
batasan secara jelas melalui undang-undang bahwasanya seseorang yang
dibolehkan melangsungkan perkawinan adalah seorang laki-laki yang telah
mencapai usia 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan.?’ Pembatasan usia
perkawinan dalam undang-undang tersebut lebih mengarah kepada sudut
pandang pertimbangan menjaga kesehatan seseorang yang akan
melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi

“untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu

ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan”.*

Namun ketentuan pembatasan usia dalam Undang-Undang
Perkawinan yang sudah digunakan sebagai rujukan sejak disahkan pada
tahun 1974, saat ini dianggap sudah tidak relevan dan tidak mengakomodir

kebutuhan masyarakat pada masa sekarang. Khususnya ketentuan pasal 7

ayat (1) yang dianggap sebagai kendala dalam mewujudkan mandat

2 pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2! Ppenjelasan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan.
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konstitusi Undang-Undang Dasar dan bertentangan dengan beberapa
undang-undang lain yang berlaku di Negara Indonesia seperti UU Hak
Asasi Manusia, UU Kesejahteraan Anak, UU Pengadilan Anak, dan UU
Perlindungan Anak. Adanya pertentangan dalam undang-undang tersebut
menimbulkan ketidakpastian hukum pada masyarakat.

Sebagai upaya untuk menghindarkan masyarakat dari ketidakpastian
hukum dan memberikan perlindungan agar masyarakat tidak terjebak pada
perkawinan anak yang merampas hak-hak serta merugikan perempuan
khususnya. Maka pemohon vyaitu Ketua Dewan Pengurus Yayasan
Kesehatan Perempuan mengajukan permohonan judicial review terhadap
Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas
usia perkawinan tersebut. tuntutan dalam permohonan tersebut adalah
mengubah batas usia perkawinan untuk perempuan dalam Undang-undang
Perkawinan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Menyikapi urgensi dari judicial review pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan, serta kemungkinan adanya korelasi antara naiknya
batasan usia perkawinan dengan angka permohonan dispensasi nikah seperti
yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah. Maka penyusun
merasa perlu mengadakan penelitian dengan mengambil narasumber yang
selama ini memiliki kewenangan dalam menegakan peraturan perundang-
undangan perkawinan dalam lingkup Pengadilan Agama, yakni hakim

Pengadilan Agama.
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Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem
aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara
rasional dan terarah sehingga mencapai hasil yang optimal dan maksimal.??
Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau disebut field
research. Dalam penelitian ini penyusun harus ke lapangan secara
langsung untuk memperoleh data melalui wawancara ataupun
pengamatan. Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian terhadap
pendapat hakim Pengadilan Agama Wonosari terkait pengajuan
judicial review Undang-Undang Perkawinan asal 7 ayat (1) tentang
batasan usia perkawinan.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Yaitu penelitian yang
ditujukan untuk mempelajari suatu permasalahan yang timbul dalam
masyarakat dalam situasi tertentu. Termasuk didalamnya hubungan
masyarakat, sikap, opini serta proses yang tengah berlangsung dan

pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan Data

22 Bakker, Metode-metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), him. 10.



17

Dalam penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh dari observasi serta wawancara terhadap hakim
Pengadilan Agama Wonosari Yogyakarta. Sedangkan data sekunder
diperoleh dari artikel-artikel, makalah serta buku-buku maupun skripsi
yang secara umum membahas batas usia dalam Undang-Undang
Perkawinan.
. Pendekatan
a. Yuridis
Yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas undang-
undang atau hukum positif.
b. Normatif
Yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas hukum
Islam yaitu Al-Qur’an maupun hadis, kaidah-kaidah ushul figh
dan pendapat para ulama serta norma-norma yang berlaku.
. Analisis Data
Analisa data merupakan usaha untuk memeberikan interpretasi
terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan untuk
mendapatkan kesimpulan yang valid dan berkualitas. Dalam
menganalisa data penyusun meggunakan metode induktif, yaitu cara
berfikir dengan menganalisa data-data atau fakta-fakta secara konkrit

kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan atau jeneralisasi.
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Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil
penelitian yang sistematis, maka skripsi ini disusun terdiri dari lima bab
yang masing masing bab dibagi atas sub-bab tersendiri tapi saling berkaitan.
Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

Bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini memuat satu bab
yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang pengajuan judicial
review Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia
perkawinan. Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum
pengertian judicial review, batas usia perkawinan menurut hukum Islam dan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta alasan yang melatar
belakangi pengajuan judicial review atas Undang-Undang Perkawinan pasal
7 ayat (1).

Bab ketiga, menguraikan pendapat hakim Pengadilan Agama
Wonosari tentang pengajuan judicial review dan keterkaitanya dengan
dispensasi nikah. Bab ini dimulai dengan mendeskripsikan gambaran umum
tentang Pengadian Agama Wonosari. Disusul kemudian pendapat hakim
sebagai narasumber.

Bab keempat, menguraikan analisis terhadap pendapat hakim

Pengadilan Agama Wonosari mengenai judicial review tersebut.
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Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran.



BAB Il

TINJAUAN UMUM PENGAJUAN JUDICIAL REVIEW UNDANG-

UNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT 1 MENGENAI BATAS USIA

A

PERKAWINAN

Judicial Review

1. Pengertian

Belum ada pengertian baku mengenai judicial review dalam
bahasa Indonesia, namun pada umumnya judicial review diberi
pengertian “hak uji materiil”, yaitu wewenang untuk menyelidiki dan
menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan, sesuai atau
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta
apakah suatu kekuasaan tertentu (verodenende macht) berhak
mengeluarkan suatu peraturan tertentu.*

Judicial review mencakup pengujian undang-undang secara
materiil dan formil. Pengujian secara materiil berarti menguji isi
undang-undang, sedangkan formil berarti menguji terhadap
pembentukan undang-undang.

Menurut Jimly Asshiddigie, secara teknis pengertian judicial
review lebih luas daripada pengujian peraturan. Judicial review berarti

peninjauan kembali, menilai kembali, atau menguji kembali.

1 . . . . . . . . . 2 . . .
Siragih, “Dimensi Konstitusional Judicial Review”, dalam Konstitusionalisme

peran DPR dan Judicial Review, (Jakarta: JARIM dan YLBH, 1991), him. 97.
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BAB V
PENUTUP
Kesimpulan

Narasumber dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama
Wonosari yaitu Drs. Mudara, M.si. pada awalnya penyusun berharap dapat
mewawancarai separuh dari jumlah hakim di Pengadilan Agama Wonosari,
akan tetapi karena kesibukan dan keterbatasan waktu maka penyusun hanya
diperbolehkan mewawancarai Drs. Mudara, M.Si yang mewakili hakim
Pengadilan Agama Wonosari. Sebagai narasumber, beliau menyatakan
bahwa pengajuan judicial review atas Undang-Undang Perkawinan Pasal 7
ayat (1) saat ini belum tepat dilakukan. Hakim Pengadilan Agama Wonosari
memandang Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) sebagai ijtihad
dalam konteks hukum Islam Indonesia yang masih efektif diterapkan di
tengah masyarakat. Selain itu perubahan batas minimal usia perkawinan
dalam undang-undang dinilai bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang menjadi landasan pengajuan judicial
review tersebut.

Mengenai keterkaitan antara naiknya batas minimal usia perkawinan
dengan jumlah permohonan dispensasi nikah. Menurut hakim Pengadilan
Agama Wonosari naiknya batas minimal usia perkawinan akan berpengaruh
terhadap angka permohonan dispensasi nikah kedepan. Keterkaitan ini akan
semakin berpengaruh apabila naiknya batas usia perkawinan tersebut tidak

diimbangi dengan pencegahan lain terkait pernikahan dibawah usia yang
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ditetapkan. Akan tetapi bagi Pengadilan Agama hal tersebut tidak menjadi
masalah. Pengadilan Agama memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan
undang-undang dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diamanatkan
undang-undang. Hal-hal yang berkaitan dengan penyebab tingginya
permohonan dispensasi nikah, bukan menjadi tanggung jawab dan
wewenang Pengadilan Agama.

Dalam memberikan pendapat, hakim Pengadilan Agama Wonosari
terlihat mengaitkan permasalahan dengan beberapa undang-undang yang
berlaku di Indonesia dan beberapa hal mendasar dalam hukum Islam seperti
Magasid Syariah dan Urf (Tradisi). Maqasid Syari’ah sebagai tujuan
diadakanya syari’at dalam Islam dikaitkan dengan tujuan undang-undang
yang harus melindungi manusia. Urf dipertimbangakan untuk melihat
hukum dari adat atau tradisi sebagai hukum yang melekat kuat ditengah
masyarakat.

Mengenai solusi atau pencegahan terhadap perkawinan dini menurut
para hakim, yang dapat berperan secara efektif adalah pemerintah melalui
stake holder yang ada di tengah masyarakat. Pemahaman serta edukasi
terhadap masyarakat mengenai usia perkawinan yang ideal ditinjau dari
berbagai aspek adalah upaya pencegahan yang lebih efektif dibandingakan

dengan perubahan undang-undang.
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Setelah melakukan penelitian ini maka penyusun memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1.

Pemerintah diharapkan lebih meningkatkan perhatian terhadap
permasalahan-permasalahan yang melandasi pengajuan judicial
review Undang-Undang Perkawinn Pasal 7 ayat (1) tersebut.

Segera merencakan solusi bagi pemasahan tersebut. Salah satu upaya
yang dapat ditempuh adalah meningkatkan intensitas sosialisasi
terkait usia pernikahan yang ideal kepada masyarakat.

Pemerintah dapat menggandeng tokoh masyarakat, LSM, organisasi
keagamaan, atau organisasi-organisasi lain yang ada di masyarakat
dalam melakukan sosialisasi.

Sebagai masyarakat yang peduli terhadap sesama, sebaiknya
bersama-sama turut membantu dalam upaya memberikan

pemahaman serta edukasi bagi masyarakat.
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TABEL TERJEMAHAN

Nomor
catatan kaki

Terjemahan

2

Hai sekalian manusia bertagwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah
menciptakan istrinya dan dari kedua; dan dari keduanya Allah
mengembakbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)
hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari annas bin Malik RA, ahwasanya beberapa sahabat nabi
SAW bertanya kepada para istri Nabi SAW tentang amal beliau
pada waktu sendirian. Maka (setelah dijawab) sebagaian mereka
berkata , “Aku tidak akan menikahi perempuan. “Sebagian yang
lain mengatakan, “Aku tidak akan makan daging, “Dan sebagian
yang lain mengatakan, “Aku tidak akan tidur diatas tempat tidur.
“Kemudian hal ini sampai kepada Nabi SAW, lalu beliau memuji
Allah dan menyanjungNya, lalu bersabda, “Apa kepentingan
orang-orang yang menyatakan begini dan begitu!? “Namun aku
tetap tekun mengerjakan shalat dan tidur, aku berpuasa dan
berbuka, dan aku juga menikah dengan perempuan. Maka barang
siapa yang tidak suka kepada sunnahku, berarti dia tidaklah
termasuk golonganku.”

Dari Algamah, dia berkata : “Aku berjalan bersama Abdullah bin
Mas’ud di Mina. Lalu Usman menemuinya. Dia kemudiaan
bebincang-bincangbersamanya. Usman berkata kepadanya

‘wahai Abu Abdurrahman, maukah kami nikahkan engkau
dengan seorang gadis yang akan mengingatkan kembali masa
masa lalumu.’ Dia berkata : ‘Abdullah kemudian berkata : ‘Jika
engkau berkata demikian, maka Rasulullah pernah bersbda
kepada kami, ‘Wahai kaum muda, siapa yang memiliki
kemampuan untuk nikah maka hendaklah dia menikah,
sesungguhnya nikah itu lebih menundukan pandangan dan
memelihara kemaluan. Siapa yang tidak mampu, maka hendaklah
Shaum (berpuasa). Sesungguhnya Shaum itu adalah benteng.””
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10

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk
kawin. Kemudian jika menurutmu mereka telah cerdas (pandai
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-
hartanya.

12

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup
untuk kawin maka seungguhnya kawin itu..

14

Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah dalam usia enam tahun
dan beliau memboyongnya ketika ia berusia sembilan tahun dan
beliau wafat pada waktu Aisyah berusia delapan belas tahun.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Setelah melihat alasan dari pemohon, Apakah anda setuju dengan pengajuan judicial
review UU Perkawinan pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia perkawinan? Alasanya?

2. Menurut anda sebagai seorang hakim apakah Judicial Review UU Perkawinan pasal 7
ayat 1 mengenai batas usia perkawinan menjadi solusi yang efektif bagi penyelesaian
permasalahan yang melatar belakangi permohonan JR tersebut? jika tidak lalu apa solusi
yang menurut anda efektif?

3. Apakah batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan saat ini sudah
sesuai dengan yang dikehendaki islam?

4. Apakah menurut anda tuntutan dalam permohonan judicial review tersebut sesuai dengan
konsep batas usia dewasa dan siap untuk menikah menurut islam?

5. Bagaimana pandangan anda mengenai adanya perbedaan ketentuan usia dewasa antar
undang-undang di Indonesia? dan bagaimana pendapat anda mengenai Pasal 7 ayat 1
UUP vyang menimbulkan Kketidakpastian hukum? Bagaimana seharusnya Negara
mengatur ini?

6. Jika batas usia minimal perkawinan bertambah maka akan berpengaruh pada
meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Bagaimana
pandangan anda?

7. Apakah dampaknya bagi Pengadilan Agama apabila angka permohonan dispensasi nikah

ikut meningkat?
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TRANSLITASI WAWANCARA

. Setelah melihat alasan permohonan judicial review apakah hakim Pengadilan

Agama Wonosari setuju dengan permohonan judicial review pasal 7 ayat (1)

UU Perkawinan tersebut?

: Pada prinsipnya tidak setuju. Konteksnya di wonosari Undang-Undang

Perkwinan masih dipandang efektif dilaksanakan, ini terkait dengan kenyataan
kehidupan di Wonosari. Kehidupan di Wonosari orang masih hidup dalam
keluarga besar, bukan keluarga inti yang terdiri dari ayah ibu dan anak.
Sehingga mereka masih sama-sama ikut bertanggug jawab dalam
membesarkan dan melindungi anggota keluarga, contohya nenek yang masih
ikut mengasuh cucunya. Yang kedua terkait keyakinan moral yang masyarakat
yakini. Kalau di Pengadilan Agama saya lihat kenapa orang mengajukan
dispensasi nikah, yang pertama karena sebagaian masyarakat ada yang
mempunyai keyakinan moral yang mereka imani. Misalnya pada dusun-dusun
tertentu diberlakukan jam malam, termasuk untuk tamu lawan jenis.
Pelanggaran terhadap jam malam tersebut akan ditindak oleh warga atau
pemuda dusun setempat, biasanya sanksi bagi muda mudi yang melanggar
adalah dinikahkan. Padahal mereka masih dbawah umur semisal 15 atau 16
tahun. Kemudian ada yang sudah melanggar moral dengan hamil diluar nikah.
Jadi hukum itu bertujuan melindungi manusia. Kalau misalnya oleh masyarakat
harus disuruh menikah kemudian hukum tidak memeberikan perlindungan

maka dia akan dapat sanksi yang mengancam keselamatanya, semisal dipukuli.

. Berarti pengajuan judicial review menurut bapak bukan penyeesaian bagi

permasalahan yang melatar belakangi pengajuan judicial review tersebut?

- Ini terkait budaya masyarakat, perlu ada pemahaman. Mereka yang

mengemukakan beberapa dampak negatif dari pernikahan anak katakanlah.
Tetapi hal tersebut perlu pemahaman terhadap masyarakat. Diperlukan
sosialisasi, jadi misalnya menikah usia dibawah 16 tahun ternyata memiliki

dampak terhadap kesehatan reproduksi, serta dampak-dampak negatif lainnya,
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itu perlu masyarakat pahami bukan hanya undang-undang yang dirubah
kemudian dibelakang tidak ada manfaatya kalau tidak dipahami masyarakat.
Jadi pemahaman terhadap masyarakat itu harus diberikan supaya mindset
mereka berubah.

: Jadi bukan kepada Undang-undang tapi lebih kepada edukasi masyarakat?

. lya. Undang-undang itu norma. Kalau tidak diahami tidak bisa ditaati atau

dilaksanakan dengan baik.

: Mengenai undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menentukan

bahwa perempuan usia 16 tahun sudah diijinkan melakukan perkawinan.

Apakah ketentuan dalam undang-undang sesuai dengan Islam?

: Islam itu memandang orang dibolehkan menikah setelah balig. Ada 3 tahapan

menuju usia balig yaitu masa anak-anak, masa mumayiz sampai kepada masa
balig. Usia 16 tahun adalah ijtihad ulama yang mengambil batas maksimal
untuk orang bisa dibebani tanggung jawab hukum Kkhususnya dalam

pernikahan.

: Walaupun kenyataanya dipandang balig tapi tidak ada yang mengatakan usia

seperti itu masih rentan. Contohnya seperti anak usia 16 tahun yang menikah
dan hamil. Kandunganya dipandang rentan dan berimbas kepada kematian
ibu/anak?

: Yang dipahami islam 16 tahun dipandang sudah matang. Islam memandang

fisiknya. Apakah fisiknya dia sudah mampu atau tidak menjalai pernikahan itu.

: Tentang tuntutan dinaikanya batas minimal usia perkawinan menjadi 18 tahun

untuk perempuan. Apakah ini batas usia yang sudah siap menikah menurut

Islam?

: 18 tahun iya. Jadi hukum itu akan berubah, tetapi berubah dengan sendirinya.

Penentuan usia 16 tahun dalam undang-undang seperti yang saya sampaikan

tadi merupakan penelitian ulama pada masanya dahulu. Penentun itu menjadi
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pemahaman masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat ndonesia memahami

usia 16 tahun sudah dipandang balig dan mampu menjadi seorang istri.

. Berarti seandainya batas minimal usia perkawinan perempuan diubah menjadi

18 tahun tidak masalah?

> Ini terkait pemahaman masyarakat tadi, terkait dengan keyakinan moral

mereka. Masalahnya kita akan mencegah hak mereka yang merasa sudah

berhak untuk menikah diusia 16 tahun tadi.

: Adanya perbedaan penentuan usia dewasa dalam undang-undang. Bagaimana

menurut hakim Pengadilan Agama apakah menimbulkan permasalahan?

: Banyak sekali aturan mengenai kedewasaan seseoang dalam undang-undang.

Hukum itu menurut saya tidak bisa di lohikakan seperti matematika. Jadi setiap
aturan dalam undang-undang mempunyai tujuan-tujuan tersendiri dan
mempunyai penekanan-penekanan tersendiri dalam konteks apa aturan itu
diberlakukan.

- Jadi perbedaan penentuan usia dewasa dalam undang-undang kalau diangap

menimbulkan ketidakpastian hukum bagaimana?

: Tentu tidak begitu tergantung konteksnya seperti yang saya sebutkan

sebelumnya.

: Seandainya batas minimal usia perkawinan untuk perempuan dinaikan maka

mungkin akan diikuti dengan naiknya permohonan dispensasi nikah. apakah
terdapat keterkaitan dan apakah Pengadilan Agama memandang sebagai

masalah?

- Ya tentu akan ada kaitanya. Tapi sebenarnya walaupun tidak dinaikan

permohonan dispensasi nikah meningkat setiap tahunnya. Tapi untuk
Pengadilan Agama itu tidak menjadi masalah. Pengadilan Agama memang
sudah berikrar untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, hanya

menambah beban kerja mungkin.
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: Apakah banyaknya permohonan dispensasi nikah berdampak pada Pengadilan

Agama atau berpengaruh kepada citra Pengadilan Agama?

. Itulah banyak orang memahami bahwa Pengadilan Agama harus menolak

dispensasi nikah. tapi ingat tujuan hukum adalah melindungi manusia. ltulah
persoalanya, sebenarnya kita harus melihat lebih luas terutama hakim harus
berfikir lebih luas.
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